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Penelitian berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Purna Jual 
Mobil Completely Built Up (CBU) Di Luar Agen Tunggal Pemegang Merek 
(ATPM)”, membahas permasalahan Bagaimana perlindungan hukum terhadap 
konsumen atas purna jual mobil built up dan Apakah importir bertanggunggugat 
atas hak konsumen purna jual mobil built up, diperoleh suatu kesimpulan sebagai 
berikut: Perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil built up, 
bahwa konsumen membeli mobil built upmempunyai hak untuk mendapatkan 
fasilitas purna jual yang merupakan suatu kewajiban dari pelaku usaha yang 
memproduksi mobil built up tersebut sebagaimana pasal 25 UU No. 8 Tahun 
1999. Hak konsumen tersebut diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, sehingga 
dilindungi oleh hukum. apabila kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan 
fasilitas purna jual, maka dikatakan melanggar hak konsumen. Importir adalah 
orang-orang yang berada di bawah tanggungan pelaku usaha yang memproduksi 
mobil built up, karena importir terikat dalam perjanjian pemberian kuasa dari 
Pelaku usaha yang memproduksi mobil tersebut, sehingga segala bentuk kerugian 
yang timbul karena kesalahan dari imprtir, kecuali pelaku usaha yang 
memproduksi mobil dapat membuktikan importir melakukan perbuatan 
melanggar kuasa, maka dapat dikatakan bahwa importir bertanggungjawab atas 
kesalahan dan pelaku usaha yang memproduksi mobil built up bertanggung gugat 
atas kerugian yang diderita olehg konsumen 
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4.1.1. Perlindungan hukum terhadap konsumen atas purna jual mobil built 
up, bahwa konsumen membeli mobil built upmempunyai hak untuk 
mendapatkan fasilitas purna jual yang merupakan suatu kewajiban dari 
pelaku usaha yang memproduksi mobil built up tersebut sebagaimana 
pasal 25 UU No. 8 Tahun 1999. Hak konsumen tersebut diatur dalam 
UU No. 8 Tahun 1999, sehingga dilindungi oleh hukum. apabila 
kenyataannya pelaku usaha tidak memberikan fasilitas purna jual, 
maka dikatakan melanggar hak konsumen. 
4.1.2. Importir adalah orang-orang yang berada di bawah tanggungan pelaku 
usaha yang memproduksi mobil built up, karena importir terikat dalam 
perjanjian pemberian kuasa dari Pelaku usaha yang memproduksi 
mobil tersebut, sehingga segala bentuk kerugian yang timbul karena 
kesalahan dari imprtir, kecuali pelaku usaha yang memproduksi mobil 
dapat membuktikan importir melakukan perbuatan melanggar kuasa, 
maka dapat dikatakan bahwa importir bertanggungjawab atas 
kesalahan dan pelaku usaha yang memproduksi mobil built up 








4.2.1. Pelaku usaha yang memproduksi mobil built up, wajib menyediakan 
fasilitas purna jual untuk kepentingan konsumen, agar tidak terjadi 
gugatan ganti rugi oleh konsumen. 
4.2.2. Hendaknya importir mensosialisasikan mengenai 
tanggungjawabnya atas mobil built up yang dijualnya, agar 
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